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BUPATI JAYAPURA 
PROVINSI PAPUA 

PERATURAN BUPATI JAYAPURA 

NOMOR 1 TAHUN 2021 
 

TENTANG 

PEMBAYARAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN JAYAPURA 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI JAYAPURA 

Menimbang  : a.  bahwa  sehubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 belum ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah dan masih dalam proses evaluasi oleh Gubernur, 

untuk kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan 
pemerintahan terdapat pengeluaran belanja; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105A ayat (1) dan 

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, dalam hal penetepan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami 

keterlambatan, Bupati dapat melaksanakan pengeluaran 
hanya untuk belanja yang bersifat tetap diantaranya 

belanja pegawai; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf  a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Jayapura tentang Pembayaran Gaji Aparatur Sipil 
Negara Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan 
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2907); 
 

2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151)  sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4884); 

4. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, 
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005  

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 
171, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 
 

 

 



 

 

3 

 

 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah   (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka   Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta TataCara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 
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21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran 

Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jayapura Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 51); 

23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 
2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terlahir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura 

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 31); 

24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura 
Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terlahir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 
Nomor 32); 

25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura 
Tahun 2012 Nomor 9);  

26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah 

diubah terlahir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2012 Nomor 33); 

27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35); 

28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 
2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Jayapura Nomor 36); 

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Jayapura Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2018 Nomor 42);  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG 

PEMBAYARAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA 
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021. 

 
Pasal 1 

Pembayaran Gaji ASN Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 terdiri atas 

pendapatan daerah dan belanja daerah. 
 

Pasal 2 

Pendapatan dan Belanja Gaji  Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 
berjumlah Rp. 649.733.014.000,00 terdiri atas pendapatan daerah dan belanja 

daerah, dengan rincian sebagai berikut: 

a.  Pendapatan Daerah         Rp.    649.733.014.000,00 
b.  Belanja Daerah                Rp.    286.687.137.201,00 

  Defisit/Surplus               Rp. 363.045.876.799,00 
 

Pasal 3 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura 

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal  4 Januari 2021 

BUPATI JAYAPURA, 

ttd. 
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si 

Diundangkan di Sentani 
pada tanggal 4 Januari 2021 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 

ttd. 
HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP 

PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP  19660607 199610 1 001 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 1 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 

RISCHARD LATUKOLAN, SH 
PEMBINA 

NIP. 197208201993041001 
 


